
 

 

 

WALI KOTA PEKALONGAN 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN 

NOMOR 34 TAHUN 2024 

 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN 

NOMOR 80 TAHUN 2021 

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, 

SERTA  

TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,  

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA PEKALONGAN, 

 

Menimbang  : a. 

 

 

 

 

 

 

b. 

 

 

 

 

 

 

bahwa Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 80 

Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan 

Perlindungan Anak sudah tidak sesuai dengan 

perkembangan ketentuan peraturan perundang-

undangan sehingga perlu disesuaikan;  

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan 

Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Perubahan 

atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 80 

Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan 

Perlindungan Anak; 

 

Mengingat 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, 

Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-

Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang 

Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 

Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah 

Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah 

Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887 sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 

7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 

2016 Tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran 

Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 

Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 



Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan 

Tahun 2024 Nomor 1); 

8. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 80 Tahun 

2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan 

Perlindungan Anak (Berita Daerah Kota Pekalongan 

Tahun 2021 Nomor 80); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN 

NOMOR 80 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA 

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK. 
 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 80 

Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, 

serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan 

Perlindungan Anak (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 80) 

diubah menjadi sebagai berikut: 
 

 

1. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 14 
 
 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 

(2), Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan 

Perlindungan Perempuan dan Anak menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan program kerja bidang pemberdayaan perempuan, 

pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan dan anak; 

b. perumusan bahan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan, 

pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan dan anak; 

c. penyelengaraan pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG);  

d. penyelengaraan pelembagaan Pemenuhan Hak Anak; 

e. penyelenggaraan pemberdayaan perempuan; 

f. penyelenggaraan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan 

Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak; 

g. penyelenggaraan pencegahan kekerasan terhadap perempuan;  

h. penyelenggaraan penyediaan layanan bagi keluarga dalam 

mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak; 

i. penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian 

data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah; 

j. penyelenggaraan pencegahan kekerasan terhadap anak; 

k. penyelenggaraan penguatan dan pengembangan lembaga 

pemberdayaan dan perlindungan perempuan; 



l. penyelenggaraan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia 

layanan peningkatan kualitas keluarga dan kualitas hidup anak; 

m. penyelenggaraan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia 

layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus; 

n. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan 

kegiatan; dan 

o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

bidang tugas dan fungsinya. 

 

2. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum 

pada Lampiran Peraturan Wali Kota Ini. 

 

Pasal II 

 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota 

Pekalongan. 

 

                                                               Ditetapkan di Pekalongan 

 pada tanggal 23 Agustus 2024 

  

 WALI KOTA PEKALONGAN, 

  

                  TTD 

STEMPEL 

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID 

      Diundangkan di Pekalongan 

      pada tanggal 23 Agustus 2024 

 

      SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN 

 

                                TTD 

      STEMPEL 

              NUR PRIYANTOMO   

                                             

     BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024 NOMOR 34 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN 

 

 

 

     ADAM MUHAMAD, SH 

           Pembina (IV/a) 

NIP. 19790407 200902 1 002 

 

 



 

     
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR 34 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR 80 

TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS 
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI 

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK 

 WALI KOTA PEKALONGAN 
 

TTD 
 

STEMPEL 
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID 

KEPALA DINAS 

BIDANG KELEMBAGAAN 
MASYARAKAT DAN 
PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 

BIDANG PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN, PEMENUHAN HAK 

ANAK DAN PERLINDUNGAN 
PEREMPUAN DAN ANAK 

UPTD 

 
KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

SEKRETARIAT 

SUBBAGIAN PERENCANAAN, 
EVALUASI, DAN KEUANGAN 

SUBBAGIAN UMUM DAN 
KEPEGAWAIAN 


